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PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Novel merupakan sebuah karya yang menggunakan bahasa sastra dalam 

mengambarkan realitas sosial. Kenyataan tersebut serentak menegaskan fungsi 

novel bukan hanya sebagai alat hiburan dan membangkitkan imajinasi, melainkan 

juga dapat menjadi potret kehidupan sosial. Salah satu contoh novel yang 

memotret kehidupan sosial masyarakat yaitu Delapan Puluh Enam karya Okky 

Madasari. Di dalam novel tersebut, Okky Madasari mengisahkan persoalan 

korupsi di Indonesia.  

Korupsi merupakan persoalan bersama. Korupsi mendatangkan 

ketidakadilan dan menciptakan kemiskinan. Persoalan tersebut mendesak setiap 

institusi sosial dalam upaya pemberantasannya. Salah satu institusi sosial yang 

mesti terlibat adalah Gereja Katolik. Korupsi menjauhkan orang dari kebenaran 

dan bertentangan dengan Kerajaan Allah. Oleh karena itu, keterlibatan Gereja 

dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan sebuah panggilan.  

Penulis menggunakan novel Delapan Puluh Enam karya Okky Madasari 

untuk mengkaji persoalan korupsi di Indonesia dan bersumber pada novel 

tersebut, penulis mendeskripsikan upaya Gereja Katolik dalam memberantas 

persoalan korupsi. Penulis menjadikan novel sebagai inspirasi untuk membedah 

persoalan korupsi karena novel merupakan sebuah karya sastra yang mampu 

menguraikan kisah kehidupan manusia. Novel mengisahkan pergulatan hidup 

secara lebih konkret. Novel dapat menciptakan gambaran yang jelas tentang 

dampak korupsi bagi masyarakat dan individu. Dengan cerita dan karakter, sang 

penulis novel dapat menunjukkan dampak langsung dan tidak langsung dari 

korupsi. Semuanya dikisahkan melalui tema, penokohan dan perwatakan, latar, 

alur, gaya bahasa, amanat, dan sudut pandang. Itulah yang membedakan korupsi 

yang dikisahkan dalam novel dengan laporan dari media massa atau ICW. 

Dalam hipotesis di awal tulisan ini, penulis berasumsi bahwa novel 

Delapan Puluh Enam  karya Okky Madasari bisa menjadi inspirasi bagi Gereja 

Katolik untuk lebih terlibat dalam upaya mengatasi persoalan korupsi di 



Indonesia. Hipotesis tersebut benar. Kajian tentang korupsi di Indonesia yang 

dikisahkan novel Delapan Puluh Enam karya Okky Madasari dan keterlibatan 

Gereja Katolik dalam upaya pemberantasannya memiliki tiga poin penting 

sebagai kesimpulan akhir. Kesimpulan dari kajian dan temuan dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 

Pertama, korupsi di Indonesia yang dikisahkan novel Delapan Puluh 

Enam karya Okky Madasari menyata dalam empat bentuk. Keempat bentuk 

korupsi yang dimaksud yakni penyuapan, pemerasan, benturan kepentingan dalam 

pengadaan, dan gratifikasi. Penyuapan yang dikisahkan novel berlangsung dari 

tingkat desa, tingkat Pemerintahan Daerah, dan melibatkan para penegak hukum. 

Para penegak hukum yang terlibat penyuapan yaitu kepolisian, para hakim, 

pengacara, dan Lembaga Permasyarakatan. Pemerasan dalam novel berlangsung 

pada sektor-sektor pelayanan publik. Para petugas biasanya memanfaatkan 

peluang atau keadaan terjepit untuk melancarkan tindakan mereka. Benturan 

kepentingan dalam pengadaan menyata dengan adanya praktik pemanfaatan 

jabatan demi kepentingan pribadi. Pemanfaatan kedudukan dan ketidakadilan 

terjadi dalam lapas. Bentuk korupsi gratifikasi dalam novel menyata dalam 

pemberian tiket perjalanan dan AC secara gratis kepada para pegawai pengadilan. 

Kedua, ditemukan tiga pokok persoalan yang menjadikan korupsi terus 

terjadi di Indonesia seturut kisah dalam novel. Ketiga pokok persoalan yang 

dimaksud yaitu pembudayaan yang melanggengkan korupsi, lemahnya sistem 

hukum dan politik, dan lembaga penegak hukum yang korup. Pembudayaan yang 

melanggengkan korupsi di Indonesia disebabkan oleh ketidakadilan sosial dan 

ketimpangan ekonomi, ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas, kurang 

adilnya penegakan hukum, kekuasaan dan nepotisme, dan kurangnya kesadaran 

dan pendidikan.  

Pokok persoalan yang kedua yakni lemahnya sistem hukum dan politik. 

Para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi tidak ditindak dengan tegas. 

Sebab yang berikut yakni korupsi menjadi persoalan yang kompleks. Persoalan ini 

melibatkan jaringan yang luas dari aktor-aktor yang terlibat, termasuk pemerintah, 

bisnis, dan individu-individu lainnya. Faktor lain yang menghambat upaya 



pemberantasan korupsi yakni komitmen politik dari pemerintah. Pemerintah 

Indonesia dinilai kurang berkomitmen memberantas korupsi. 

Pokok persoalan terakhir yang menjadikan praktik korupsi terus 

berlangsung di Indonesia yakni keterlibatan aparat penegak hukum dalam tipikor. 

Novel Delapan Puluh Enam secara jelas menunjukan keterlibatan para penegak 

hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat kejahatan korupsi dalam novel yakni 

kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan, dan advokat. Keterlibatan 

mereka turut melemahkan pencarian keadilan sebab mereka sendiri sebagai 

pelaku. 

Ketiga, perlunya keterlibatan Gereja Katolik di Indonesia dalam upaya 

mengatasi persoalan korupsi. Keterlibatan Gereja Katolik di Indonesia dalam 

upaya mengatasi persoalan korupsi dapat ditempuh dalam lima cara. Kelima 

upaya yang dimaksudkan yaitu pemberikan pendidikan moral dan etika, 

pembaharuan dari dalam tubuh Gereja, keterlibatan Gereja dalam gerakan anti 

korupsi, melakukan advokasi dan pengawasan sosial, serta menggalang doa dan 

dukungan spiritual. 

Pendidikan moral dan etika memungkinkan umat beriman berlaku tidak 

korup dan menjalankan tugas hariannya secara bertanggung jawab. Langkah 

konkret yang dilakukan untuk memberikan pendidikan moral dan etika kepada 

umat beriman yaitu pendidikan agama, pembinaan rohani, homili, pelayanan 

khusus tentang hukum, dan pembentukan karakter. 

Praktik korupsi juga berlangsung dalam institusi Gereja. Sebelum 

mengupayakan perlawanan terhadap para pejabat pemerintahan yang korup, 

dibutuhkan juga pembaharuan dari dalam tubuh Gereja. Gereja mesti tegas dan 

berani memerangi praktik kotor dalam institusi Gereja sendiri. Proses 

pembaharuan diri Gereja supaya bersih dari praktik korupsi dapat ditempuh 

dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

dan aset Gereja, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para anggota 

Gereja, memperkuat sistem penegakan hukum internal, serta bekerja sama dengan 

lembaga eksternal. 

Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mendorong cinta 

kasih, keadilan dan pengabdilan kepada sesama. Gereja sebagai lembaga agama 



memiliki tanggung jawab moral untuk mengajarkan dan mendorong umatnya 

dalam melawan korupsi. Kenyataan itu mendorong umat beriman untuk terlibat 

dalam gerakan anti korupsi. Selain karena nilai-nilai agama, keterlibatan Gereja 

dalam gerakan anti korupsi juga bertolak dari beberapa alasan mendasar yakni 

keadilan sosial, kewajiban pastoral, dan pengaruh moral. Keterlibatan Gereja 

dalam gerakan antikorupsi dapat dijalankan dengan kolaborasi dengan Indonesia 

Corruption Watch (ICW) dan memberi dukungan penuh aksi teatrikal oleh aktivis 

anti korupsi yang biasa dipentaskan sebagai refleksi peringatan Hari Anti Korupsi 

Sedunia pada 9 Desember. Keterlibatan Gereja dalam gerakan anti korupsi juga 

dimungkinkan karena Gereja memiliki sumber daya. Sumber daya Gereja untuk 

memberantas korupsi yakni keuangan, tenaga manusia, infastruktur, jaringan dan 

hubungan yang luas baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

Gereja melakukan advokasi dan pengawasan sosial untuk mencegah dan 

mengurangi praktik korupsi yang ada dalam masyarakat. Advokasi dan 

pengawasan sosial juga penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas 

dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi 

lainnya. Advokasi dan pengawasan sosial tentu memerlukan langkah konkret 

untuk mewujudkannya. Langkah konkret yang bisa dilakukan Gereja sebagai 

upaya advokasi dan pengawasan sosial yakni penerbitan Nota Pastoral dan kerja 

sama lintas agama. 

Keterlibatan Gereja Katolik dalam upaya pemberantasan korupsi juga 

dapat ditempuh dengan doa dan dukungan spiritual. Doa dan dukungan spiritual 

amat penting dalam upaya pemberantasan korupsi kerena beberapa alasan. 

Alasan-alasan yang dimaksud yakni mengubah hati dan pikiran, memberikan 

kekuatan batin, mengarahkan tindakan, menghubungkan dengan nilai-nilai 

spiritual, serta membangun komunitas dan solidaritas. 

5.2 Langkah Tindak Lanjut 

Korupsi di Indonesia yang dikisahkan novel Delapan Puluh Enam karya 

Okky Madasari menghantar kita pada suatu kenyataan bahwa persoalan tersebut 

sungguh merupakan suatu kenyataan yang memprihatinkan. Dalam kajian 

terdahulu, penulis telah mendeskripsikan keterlibatan Gereja Katolik dalam upaya 



pemberantasannya. Institusi-institusi sosial yang lain juga mesti terlibat dalam 

memberantas persoalan tersebut. Berikut ini usulan penulis terhadap beberapa 

pihak terkait. 

5.2.1 Kepada Pemerintah Indonesia 

Memberantas korupsi merupakan tugas yang sangat penting dan 

memerlukan upaya dari semua pihak. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mesti 

berkomitmen penuh dalam mengatasi persoalan tersebut. Masih maraknya praktik 

korupsi di Tanah Air mendesak keseriusan pemerintah. Berikut ini langkah 

konkret yang dapat dilakukan pemerintah. 

Pertama, meningkatkan transparansi. Pemerintah hendaknya membuat 

semua transaksi dan kebijakan menjadi transparan. Dengan demikian, masyarakat 

dapat melihat dan memantau penggunaan dana publik. Kedua, pendidikan dan 

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tentang etika dan integritas harus diberikan 

kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri. Ini akan membantu mereka 

memahami dampak negatif korupsi dan pentingnya menjaga integritas. Ketiga, 

meningkatkan gaji pegawai negeri. Dengan meningkatkan gaji pegawai negeri, 

intensi untuk melakukan korupsi dapat berkurang. Keempat, penegakan hukum. 

Hukum harus ditegakkan secara tegas dan konsisten, tanpa memandang orang 

yang terlibat. Ini akan memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa tidak ada 

yang kebal hukum. Kelima, reformasi birokrasi. Birokrasi harus direformasi untuk 

mengurangi peluang korupsi. Pelayanan publik, misalnya, harus dapat diakses 

secara online sehingga mengurangi interaksi dan kontrol publik bisa dijalankan. 

Keenam, penguatan KPK. Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi 

mesti ditunjukkan dengan penguatan lembaga KPK. Lembaga ini mesti bebas dari 

kepentingan politik dan intervensi pemerintah. 

5.2.2 Kepada Para Penegak Hukum 

Penegak hukum memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. 

Salah satu kesulitan besar selama ini yakni keterlibatan mereka dalam praktik 

korupsi. Dengan demikian, peran penting yang mereka emban tidak dijalankan 

secara bertanggung jawab. Berikut ini beberapa hal yang bisa mereka lakukan 

untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi. 



Pertama, menegakkan hukum. Penegak hukum harus tegas dan konsisten 

dalam menegakkan hukum. Para pelaku jangan sampai memperoleh perlakuan 

istimewa. Pelaku korupsi harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Kedua, 

investigasi yang efektif. Penegak hukum harus melakukan investigasi yang efektif 

dan teliti untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Mereka harus memastikan 

bahwa semua bukti dikumpulkan dan dianalisis secara cermat. Ketiga, kerja sama 

dengan pihak lain. Penegak hukum harus bekerja sama dengan pihak lain, seperti 

pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi.  kerja sama 

ini bisa dalam bentuk pertukaran informasi, pelatihan, atau kampanye anti 

korupsi. 

5.2.3 Kepada Masyarakat Indonesia 

Selain pemerintah dan para penegak hukum, peran masyarakat dalam 

upaya pemberantasan korupsi juga merupakan hal yang penting. Korupsi 

menciptakan ketidakadilan sosial, maka masyarakat harus terlibat dalam upaya 

pemberantasannya. Berikut ini langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat 

Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. 

Pertama, melaporkan korupsi kepada pihak yang berwewenang. 

Masyarakat yang mengetahui adanya praktik korupsi dalam lingkungan hidupnya 

mesti melaporkan tindakan itu kepada otoritas yang berwewenang. Laporan itu 

bisa ditujukan kepada polisi atau lembaga anti korupsi seperti KPK. Kedua, 

menjadi warga negara yang baik. Salah satu cara terbaik untuk membantu 

memberantas korupsi ialah dengan menjadi warga negara yang baik. Hal ini 

berarti seseorang harus taat kepada hukum dan tidak terlibat dalam praktik 

korupsi. 

Langkah tindak lanjut yang telah dideskripsikan di atas berkaitan dengan 

persoalan korupsi. Penulis juga memiliki usulan berkaitan dengan cara 

memandang karya sastra, khususnya novel. Saran pertama penulis alamatkan bagi 

semua manusia supaya meluangkan waktu membaca karya sastra. Bentuk karya 

sastra yang penulis rekomendasikan yaitu novel. Novel merupakan karya sastra 

yang dapat menjadi potret kehidupan sosial, selain fungsinya menghibur dan 

membangkitkan imajinasi. 



Saran berikut dialamatkan kepada pemerintah Indonesia supaya 

menjadikan sastra sebagai pelajaran khusus sejak dini. Pemerintah melalui 

kurikulum pendidikan diharapkan memperlakukan sastra sebagai ilmu yang 

sejajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Pemerintah pun mesti mengakomodasi semua 

jejaring untuk secara bersama menghidupkan budaya cinta membaca karya sastra 

sejak dini. Untuk menunjang keberhasilan program ini, bahan-bahan sastra dan 

akses untuk menikmati karya sastra mesti disiapkan secara merata di seluruh 

pelosok Tanah Air. 

Untuk lembaga pendidikan ITFK Ledalero, penulis mengharapkan supaya 

kajian sosial tentang karya sastra terus dikembangkan. Para mahasiswa hendaknya 

mulai dibiasakan untuk membuat dan mendalami kajian semacam ini. Sebab 

penulis yakin, sastra memiliki peran kenabian. Dalam sastra ada panggilan untuk 

beralih guna mendengarkan dan terlibat dengan orang-orang miskin dan 

sederhana.  
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